
  

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 38 TAHUN 
2021 TENTANG KEANGGOTAAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN 

Menimbang : 

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS 

RUMAH SAKIT PROVINSI GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan 

keselamatan pasien di rumah sakit di Provinsi Gorontalo 

telah diundangkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 

2021 tentang Keanggotaan, Tata Cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit 

Provinsi Gorontalo 

. bahwa pembentukan keanggotaan badan pengawas 

rumah sakit Provinsi Gorontalo perlu dilakukan beberapa 

penyesuaian sehingga terhadap peraturan Gubernur 

Gorontalo Nomor 38 tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tata 

Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan 

Pengawas Rumah Sakit Provinsi Gorontalo perlu dilakukan 

perubahan, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Gorontalo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, 

Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota 

Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Gorontalo,
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Mengingat : 

2 2 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

ublik Indonesia Nomor 4431), 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

Tambahan Lembar ara Republik Indonesia Nomor 

6573): 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

245, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 

Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

2020 Nomor 245, Tambahan & Heran Renublik Indonesia Tahun Republik Indonesi 1 nor 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara AH Ker Dah 
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Menetapkan : 

“3S 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Tentang 

Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111,Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428), 

0 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 

Tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit 

Indonesia, 
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tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036| sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

ublik Indonesia Nomar 120 Tahun 2018 tentan n cc & PA rbanan KAA KAN NA AN TI Ya Xi kn & Haa an av. aa Na ena an 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 Tahun 2021 tentang 

Keanggotaan, Tata Cara Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit 

P oyinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Ko Van naa x KA 5 KAKAK KAKAK OK LP & NA PX KAA & A4 MX 

2021 Nomor 38), 

MEMUTUSKAN : 

PERATURANGUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 38 TAHUN 

2021 KEANGGOTAAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN 

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH 

SAKIT PROVINSI GORONTALO. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 38 

Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tata Cara Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi 

  7 T Tr ! | Bee tawon an ASIA | SEKDA | WAGUB 
  

          

HUKUM | n 

& | Y   
 



SAS 

Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 38) 

diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut 

Pasal 4 

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam TA DS KIRI TAI 

Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang: 

a. 

b. 

2 

melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien 

di rumah sakit di Provinsi Gorontalo : 

meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan hak dan kewajiban pasien di rumah sakit di 

Provinsi Gorontalo kepada semua pihak yang terkait, 

meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, 

etika profesi dan peraturan perundang-undangan kepada 

rumah sakit, 

memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur 

mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit 

berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan, 

menindaklaniuti nensaduan Aalam ranalrn YIN 2 
KIA LAN INA Sena AA X) A Pn yA AA Aan KA Enya MA AP Hy XL 

penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan 

memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah 

untuk mengambil tindakan adminsitratif terhadap Rumah 

Sakit yang melakukan pelanggaran. 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
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Pasal 9 

Usulan calon anggota BRPRS Provinsi seha gaimana Ma Hn PIP van 

dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis 

kepada Gubernur disertaa dengan keterangan 

mengenai : 

a. Data diri yang bersangkutan berupa : 

1. Daftar riwayat hidup, 

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,dan 

3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki 

Surat Izin Praktik. 

b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota 

BPRS Provinsi, dan 

c. Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan 

pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada 
saat diangkat Aa selama meniadi ansaota BPRS 

Provinsi. 

Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

  1 T T T 

KARO ee ASIgTEN | SEKDA | WAGUB 
  

        

HURUM j KESEHATAN i 

| 1 
y 

Is | f   
  

1 | — .



SP 

adalah jabatan yang ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling 

lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggoia BPRS 

Provinsi periode berjalan berakhir. 

Mekanisme pengusulan keanggotaan baru maupun iama yang 

diusulkan pada periode berikutnya, sebagaimana proses 

nggotaan pertama kali. BB ALIAS 

—
 Kh 

a
a
 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 10 

(l) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih 

calon anggota BPRS Pravinsi yang diketuai aleh Kepala 

Dinas. 

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat li) 

bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. 

(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Gubernur. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

daiam Berita Daerah Provinsi Gorontaio. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 2022 

(guBERNuR ZONT LO, € 

  

   

  

USLI HABIBIE 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 10 Januari 2022 

SEKRETARIS Tn PROVINSI GORONTALO, 

N 

DARDA DARABA 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 3 
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